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ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara, penerimaan dari berbagai sektor
pajak merupakan sumber pendapatan negara. Banyak cara dilakukan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dikalangan
masyarakat, namun dimulai pada bulan April 2020 pada masa pandemi virus
corona pemerintah menetapkan insentif pajak sebagai respon kepada wajib pajak
akibat perekonomian menurun di Indonesia. Insentif pajak merupakan
pengurangan beban wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan fasilitas wajib pajak pada KPP Pratama
Medan Barat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis data
yang digunakan data sekunder dilakukan dengan teknik pengumpulan data
wawancara mendalam dan riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak
dapat menerapkan fasilitas insentif pajak pada KPP Pratama Medan Barat sesuai
dengan kebijakan pemerintah.

Kata kunci : Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak



ABSTRACT

Tax is state revenue, revenue from various tax sectors is a source of state
revenue. The Directorate General of Taxes (DGT) has taken many ways to
increase the realization of Tax revenues among the public, but starting in April
2020 during the corona virus pandemic, the goverment set tax incentives as a
response to taxpayers due to the declining economy in Indonesia. Tax incentives
are a reduction in the burden of taxpayers. The purpose of this study was to
determine the level of taxpayer compliance in receiving taxpayer facilities at KPP
Pratama Medan Barat. The research approach uses qualitive methods. The type
of data used is secondary data using in depth interview and research data
collection techniques. The results show that taxpayers can apply tax incentive
facilities at KPP Pratama Medan Barat in accordance with government policies.

Keywords : Taxes, Taxpayer Compliance, Tax Incentives
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia.
Pada awalnya pajak adalah pemberian suka rela dari rakyat kepada raja. Pada
tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang
semula menggunakan Official Assessment yang dipakai saat era kolonial Belanda,
menjadi self Assessment.

Pada tahun 1983 sampai saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia
memiliki tiga pilar, yaitu : Official Assessment System yang merupakan sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menghitung
besarnya pajak yang terutang, Self Assessment System merupakan pemungutan
pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pihak
Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar, Withholding System
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



Jenis penerimaan pajak di Indonesia yaitu terdiri dari, Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah, Bea Materai (BM),
Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan pajak pada
KPP Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat

Tahun Target Penerimaan pajak Realisasi penerimaan Pajak
2017 Rp 600.814.834.000 Rp 501.300.122.422
2018 Rp 601.522.401.000 Rp 628.456.754.238
2019 Rp 498.078.043.000 Rp 519.574.456.670
2020 Rp 388.807.000.000 Rp 399.335.302.057

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 masih belum mencapai target
penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 501.300.122.422.
Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pada KPP Pratama Medan Barat mencapai
target penerimaan sebesar Rp 628.456.754.238. Pada tahun 2019 juga realisasi
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat melebihi target penerimaan
sebesar Rp 519.574.456.670. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak
pada KPP Pratama Medan Barat sebesar Rp399.335.302.507. Dimulai dari tahun
2018 sampai dengan tahun 2020 tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak
pada KPP Pratama Medan Barat semakin meningkat untuk membayar dan
melaporkan perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel penerimaan pajak diatas
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya dikatakan patuh, karena

realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat melebihi target




penerimaan pajaknya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada KPP
Pratama Medan Barat masih ada anggaran yang belum tersosialisasi atau belum
dilakukan KPP Pratama Medan Barat pemeriksaan kepada wajib pajak yang
berstatus lebih bayar. Lebih bayar merupakan jumlah kelebihan pajak yang
diminta oleh wajib pajak untuk dikembalikan. Pengembalian ini artinya KPP
Pratama Medan Barat akan memberikan atau mencairkan sejumlah uang lebih
bayar kepada wajib pajak. Dan apabila benar dalam pemeriksaan bahwa wajib
pajak tersebut berstatus lebih bayar maka dana yang telah dibayarkan dapat
dialihkan atau dikompensasikan ketahun berikutnya.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dimulai
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Wajib Pajak KPP Pratama Medan Barat

WP 2017 2018 2019 2020
Terdaftar
Orang Pribadi 28.211 29.185 30.346 34.359
Badan 4,717 4.864 4,986 5.417
Jumlah
Terdaftar 32.928 34.049 35.332 39.776

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017
adalah 32.928 jiwa. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar sebesar 34.049 jiwa.
Pada tahun 2019 wajib pajak terdaftar sebesar 35.332 jiwa. Pada tahun 2020 wajib
pajak terdaftar sebesar 39.776 jiwa. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
mendaftar diri dari tahun ke tahun semakin meningkat pada KPP Pratama Medan
Barat. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak terdaftar,

melakukan perpajakannya dengan baik, seperti kepatuhan wajib pajak dalam




membayar pajak, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya dan
wajib pajak menyampaikan laporan realisasi perbulanya walaupun bersifat nihil.

Pada bulan April tahun 2020 di Indonesia mulai terdampak pandemi virus
corona, yang belum diketahui kapan berakhir, dimana kondisi perekonomian
mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan Kkerja
menurun dan banyak juga karyawan yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan
perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang
terdampak (Dewi & Nataherwin, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk
meringankan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah
satunya dalam kebijakan pemberian insentif pajak.

Insentif pajak merupakan pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh
wajib pajak. Pemberian insentif kepada wajib pajak sebagai respon dari
pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meringankan wajib
pajak dalam melakukan perpajakannya, atas roda perekonomian wajib pajak yang
menurun akibat pandemi virus corona.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020
yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah
pademi virus corona, yang berlaku selama 6 (enam bulan) yang dimulai pada
bulan April sampai dengan September. Dan kebijakan diperpanjang kembali

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 dan



PMK- 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga
31 Desember 2020.

Adapun ketentuan pemerintah pemberian insentif pajak pada masa pandemi
virus corona yang dimaksud adalah, Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP), Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor,
Insentif peringanan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Insentif
pencepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Insentif Pajak Penghasilan
(PPh) Final Jasa Kontruksi, Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM).

Wajib pajak masih banyak yang belum memahami bagaimana cara
mendapatkan atau menerima fasilitas insentif pajak pada KPP Pratama Medan
Barat. Pelaksanaan perpajakaan oleh Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan
fasilitas insentif pajak yaitu dengan mengakses situs Online Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Oleh sebab itu insentif pajak masih baru di terapkan di kalangan
masyarakat sehingga wajib pajak banyak yang belum memahami pemberlakuan
insentif pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengambil
dan mengangkat judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Kebijakan Pemberian Insentif pada Masa Pandemi Virus Corona pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.



B.

1.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis dapat mengambil identifikasi

masalah sebagai berikut :

a.

Akibat pandemi virus corona yang dimulai bulan April 2020, pemerintah
menetapkan insentif pajak yang dapat mengurangi beban wajib pajak.
Kurangnya pemahaman wajib pajak untuk menerima fasilitas insentif pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Batasan Masalah

Penulis memaparkan dalam penelitian ini untuk menegaskan apa yang

menjadi suatu batasan masalah dalam pembahasan, untuk memfokuskan

penelitian agar yang diteliti lebih jelas yaitu Seberapa besar tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam kebijakan pemberian insentif pada masa pandemi virus corona

pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020.

C.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme pelaksanaan perpajakan pada saat pemberian
insentif pajak pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?

Apa saja jenis insentif yang di penuhi wajib pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan undang-undang pada masa pandemi virus corona
pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020

sampai dengan Desember 2020?



Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam menerima fasilitas insentif
pajak yang ditetapkan pemerintah pada KPP Pratama Medan Barat yang

dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Medan Barat yaitu :

a.

1)

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perpajakan pada saat pemberian
insentif pajak pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Untuk mengetahui jenis insentif yang dipenuhi wajib pajak yang ditetapkan
oleh pemerintah berdasarkan undang-undang pada masa pandemi virus
corona pada KPP Pratama Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020
sampai dengan Desember 2020.

Untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam menerima
fasilitas insentif pajak yang ditetapkan pemerintah pada KPP Pratama

Medan Barat yang dimulai pada bulan April 2020 sampai Desember 2020.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dilakukan sebagai berikut :

Bagi Penulis
Untuk memperluas dan memantapkan keterampilan sebagai bekal untuk

memasuki dunia kerja dengan program studi yang terpilih.



2)

3)

1)

2)

1)

2)

3)

Untuk perbandingan antara teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan
kenyataan di lapangan.

Mahasiswa dapat lebih memahami dalam mengaplikasikan serta
mengembangkan pengalaman kerja di lapangan

Bagi Instansi

Memberikan bahan masukan atau usulan dalam meningkatkan perbaikan
sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.
Menerapkan posisi pekerjaan dalam situasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Barat

Bagi Fakultas Sosial Sains

Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing
dalam dunia kerja sesuai dengan perkembangan IImu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTek) masa mendatang

Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.

Sebagai penilaian dalam pelaksanaan praktek untuk pihak Universitas
Pembangunan Panca Budi dimana nantinya mendapatkan lulusan yang

ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penulisan landasan teori ini, penulis menerapkan landasan teori yang
berhubungan dengan judul penelitian, karena tanpa landasan teori yang jelas akan
menyebabkan informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan
landasan teori ini dapat dilihat sebagai berikut :

1.  Pengertian Umum Pajak

Beberapa pendapat parah ahli dalam pengertian pajak yaitu: (Waluyo, 2010)

a.  Menurut Prof. Edwin R.A Seligman

Pajak adalah kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa
adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.
b.  Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
c.  Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.
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d.  Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kelektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
e.  Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemetro, S.H

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang

langsung dapat diajukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
a.  Fungsi penerimaan (Budegter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
b.  Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang lebih

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :
a.  Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak

yang terutang.
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b.  Self Assessment System

Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar.
c.  Withholding System

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

4.  Penggolongan Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga (3) kelompok, adalah sebagai

berikut:

a.  Menurut golongannya

1)  Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain.

b.  Menurut sifat

1)  Pajak subjek adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan

keadaan dari wajib pajak.
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Pajak objektif adalah pajak yang yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Menurut pemungut dan pengelolaannya

Pajak pusat adalah pajak yang dipungt oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri dari empat (4) bagian yaitu :(Waluyo, 2017)

Tarif pajak proporsional atau sebanding yaitu tarif pajak berupa persentase
tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak .
Tarif pajak progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih
besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar,
yaitu;

Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 5%

Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif 15%

Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif 25%

Diatas Rp 500.000.000, tarif 30%

Tarif pajak degresif yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun
apabila jJumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
Tarif pajak tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya

terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
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6.  Jenis Penerimaan Pajak di Indonsesia
Jenis penerimaan pajak adalah Objek pajak, yang merupakan sumber

pendapatan yang dikenakan pajak.

a. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupum
diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.
(Pasal 4 Ayat 1).

b.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas
setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen
ke konsumen.

C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupaakn pajak yang dikenakan
atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakuakan oleh
pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang

tergolong mewah oleh importir.

d.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan
dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi
atau tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak

negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang PBB yang dimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
e.  Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Hak atas tanah dan
bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok angaria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1995 tentang rumah susun.

f. Bea Materai

Bea materai merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dibebanlkan
kepada yang menggunakan dokumen dalam melakukan perbuatan hukum
g. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1)

7.  Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban wajib pajak yang dilaksanakan sebagaimana ditentukan, antara

lain sebagai berikut.(Kadir, 2017, p. 100)

a.  Wajib pajak wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) atau di Kantor Pelayanan Pajak baik Online atau Offline.



8.

15

Wajib pajak wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal
pajak (DJP) atau tempat kedudukan usaha dilakukan.

Wajib pajak wajib mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-
tempat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib
pajak.

Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak.

Wajib pajak diwajibkan untuk membayar atau menyetor pajak ditempat
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pajak yang terutama wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Wajib  pajak  berkewajiban untuk menyelenggarakan dan atau
memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-pencatatan maupun data yang

diperlukan oleh pemeriksa pajak.

Hak Wajib Pajak

Adapun hak wajib pajak antara lain sebagai berikut. (Kadir, 2017, p. 103)

a.

Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau keputusan
pengukuhan pengusaha kena pajak pada saat setelah melaporkan diri di
kantor pajak

Mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan
kepada pejabat pajak.

Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan

Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuannya yang telah

dimasukkan
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Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
sesuai dengan kemampuannya.

Menerima tanda bukti setoran pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah
membayar lunas pajak yang terutang.

Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan
pembayaran pajak serta memperoleh kepastian ditetapkannya surat
keputusan pengembalian kelebihan pajak.

Mengajukan permohonan pembetulan setelah tertulis atau salah hitung yang
terdapat dalam surat ketetapan pajak dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Mengajukan  permohonan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

Menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk memenuhi
kewajiban dan menjalankan haknya menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan
atau surat keberatannya.

Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan pada
pengadilan pajak

Mengajukan gugatan terhadap tindakan pejabat pajak seperti menerbitkan
surat tagihan pajak, dan lain-lain pada pengadilan pajak untuk memohon
keadilan atas kesewenang-wenangan dalam menjalankan peraturan

perundang-pundangan perpajakan
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n.  Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan, baik di

lembaga keberatan, pengadilan pajak, maupun Mahkama Agung.

9. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan secara sukarela

merupakan lebih cenderung dalam Assessment Self System, dimana wajib pajak

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian
secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Jenis
kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

a.  Kepatuhan secara administratif atau secara formal merupakan wajib pajak
patuh terhadap prosedur dan administrasi pajak, termasuk membayar dan
melaporkan pajak.

b.  Kepatuhan teknis atau materil merupakan wajib pajak harus memenuhi

dalam ketentuan undang-undang perpajakan.

10. Insentif pajak

Insentif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu, pengecualian dari
pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak,
dan penangguhan pajak, (Dewi & Nataherwin, 2020). Insentif pengecualian dari
pengenaan pajak memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak
dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, (Akhir, 2020)
contoh Tax Holiday atau Tax Exemption. Insentif pengurangan dasar pengenaan
pajak diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari
pendapatan kena pajak, contoh Double Deduction, Investment Allowances, dan
Carry Forwards. Insentif pengurangan tarif pajak merupakan pengurangan tarif

yang berlaku khusus yang diatur oleh pemerintah, contoh Corporate Income Tax
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atau tarif Witholding Tax. Insentif penangguhan pajak diberikan kepada wajib
pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu
waktu tertentu. Sedangkan pada masa pandemi virus corona, pemerintah
meberikan insentif pajak kepada wajib pajak pada bulan April 2020 sampai

dengan Desember 2020 atara lain

1. Insentif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21,

Perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu,
perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
atau perusahaan dikawasan berikat. Insentif yang diberikan kepada karyawan
yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang
bersifat tetap tidak lebih dari 200 juta. Perusahaan harus menyampaikan laporan
realisasi PPh Pasal 21 di tanggung pemerintah setiap bulan paling lambat tanggal

20 bulan berikutnya

2. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor,

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang industri tertentu,
pada perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan pada perusahaan
di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22

impor.

3. Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25,

Wajib pajak yang bergerak disalah satu dai 1.018 bidang industri tertentu,
perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE), dan perusahaan dikawasan

berikat mendapat pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar
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50% (lima puluh persen) dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib
menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25 setiap tahun.

4.  Insentif Pajak Petambahan Nilai (PPN),

Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah yang bergerak disalah satu
dari 725 bidang industri tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekpor
(KITE) dan perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas restitusi dipercepat

paling banyak 5 miliar

5. Insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup menyampaikan

laporan realisasi setiap bulan

6. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) final jasa kontruksi.

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari jasa kontruksi dalam Program
Percepatan Peningkatan Ta Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapat fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh) final jasa kontruksi ditanggung pemerintah untuk kebutuhan

penting bagi sektor pertanian Indonesia.

Insentif pajak diberlakukan sebagai respon pemerintah kepada wajib pajak
pada masa pandemi virus corona, dimana perekonimian masyarakat derastis
menurun akibat banyak usaha atau perusahaan yang tutup pada masa pandemik
virus corona. Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak untuk memudahkan atau
mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban

perpajakannya.
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Penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu

antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No NAMA/ JUDUL HASIL PENELITIAN
TAHUN
1 Hardayani suci | Analisis peranan insentif Memanfaatkan fasilitas
/2020 terhadap pajak penghasilan insentif pajak yang
pasal 25 pada saat pandemi diberlakukan
covid-19 di kantor Pelayanan | pemerintah pada masa
Pajak Pratama Medan Timur | pandemi covid-19
2 Adrew R/ 2021 | Insentif PMK 86/2020 Waijib pajak dapat
ditengah ditengah pandemi memanfaatkan insentif
covid 19 apakah pajak yang ditentukan
mempengaruhi kepatuhan oleh pemerintah sesuai
wajib pajak UMKM di dengan undang-undang
Surabaya insentif pajak
3 Dewi Syanti/ Pengaruh insentif pajak, tarif | Insentif pajaka masih
2020 pajak, dan pelayanan pajak baru diterapkan
terhadap kepatuhan wajib dikalangan masyarakat
pajak selama masa pandemi sehingga wajib pajak
covid 19 masih kebingunagan
untuk menggunakan
insentif pajak tersebut
selama masa pandemi
covid 19
4 Saniaanda Analisis efektivitas Penerimaan insentif
Mahdavika/ pemberian insentif pajak angsuran pajak
2020 penghasilan pasal 25 dimasa | penghasilan 25
pandemi covid-19 dalam menurun akibat masa
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PMK No.110/PMK 03/2020
terhadap kepatuhan wajib

pajak dikota Malang

pandemi virus corona

5 Lutvitasari
Rahma R/
2021

Pengaruh kesadaran wajib
pajak, kebijakan insentif

pajak dan pelayanan fiskus
terhadap penerimaan pajak

dimasa pandemi covid 19

Kebijakan insentif
pajak, kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak
berpengaruh terhadap
penerimaan pajak
selama pandemi covid-
19

Sumber : Penulis (2021)

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, KPP Pratama

Medan Barat pada masa pandemi virus corona memberlakukan kebijakan

pemberian insentif pajak untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Insentif

pajak terdiri darai insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, insentif PPh Pasal 22

atas impor, insentif angsuran PPh Pasal 25, insentif percepatan restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

dan insentif PPh final jasa kontruksi. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

harus memenuhi mendaftarkan diri, mengajukan permohonan fasilitas insentif

pajak dan melaporkan atau menyampaikan laporan realisasi perbulannya, dan

penulis menganalisis selama penelitian pada KPP Pratama Medan Barat. Dapat

dilihat pada gambar kerangka konseptual dalam penelitian sebagai berikut:




v BARAT

( KPP PRATAMA MEDAN

Pandemi Virus Corona
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)
)

\
A ( KEPATUHAN WAIJIB PAJAK
INSENTIF PAJAK (X) S (Y)
J L J
Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Mendaftarkan diri
| 2
Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Mengajukan
atas Impor
permohonan fasilitas <
insentif pajak
Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 25 Melaporkan atau
menyampaikan laporan &

Insentif Percepatan Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif Pajak Usaha Micro Kecil Menengah

(UMKM)

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa

kontruksi

realisasi perbulannya

Analisis

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber : Penulis (2021)




A. Pendekatan Penelitian

BAB Il

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian

kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan

bahasa asli yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara

mendalam dan riset.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1.  Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Barat yang beralamat di JI. Asrama No.7-A, Sei Sikambing C. Il, Kec. Medan

Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 sampai

dengan selesai, yang meliputi dalam bentuk tabel penyusunan Tugas Akhir.

Tabel 3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian

BULAN/ TAHUN

KEGIATAN | FEBRUARI MEI JUNI | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER
NO 2021 2021 2021 2021 2021 2021
1 | Pengajuan Judul

Tugas Akhir
2 | Penyusunan

Proposal
3 | Bimbingan

proposal
4 | Seminar

Proposal

23
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Pengelolaan
Data

Penyusunan
Tugas Akhir

Bimbingan
Tugas Akhir

Sidang Meja
Hijau

Sumber : Penulis (2021)

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu fenomena yang dapat diukur oleh peneliti, untuk

menemukan suatu informasi dan menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses

penelitian tersebut. Variabel juga sifat yang diambil oleh peneliti dari suatu nilai

yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel defenisi operasional variabel dibawabh ini;

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel

Indikator

Deskripsi

Insentif pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 44/PMK.03/2020 yang dimulai
pada bulan April 2020 sampai dengan
September 2020.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK-
110/PMK.03/2020 diperpanjang mulai
bulan Oktober 2020 sampai dengan
Desember 2020. Jenis insetif yang
diberlakukan pemerintah, ada 4 jenis
yaitu terdiri dari; insentif Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP), insentif Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor,
insentif angsuran Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25, dan insentif pajak
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM).

Insentif pajak merupakan
pengurangan beban pajak yang
ditanggung oleh wajib pajak.
Pemberian insentif kepada
wajib pajak sebagai respon dari
pemerintah akibat pandemik
virus corona. Insentif pajak
berlaku dimulai pada bulan
April 2020 — September 2020
dan diperpanjang kembali dari
bulan Oktober — Desember
2020. Pemerintah
memperpanjang pemberian
insentif karena indonesia
belum pulih dari pandemi virus
corona.

Kepatuhan
wajib pajak

Wajib pajak Mendaftarkan diri,
mengajukan permohonan fasilitas
insentif pajak, melaporkan dan

Wajib pajak yang berdampak
virus corona dapat
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menyampaikan laporan realisasi mendaftarkan diri sebagai
perbulannya. penerima fasilitas insentif
pajak dimana dapat menambah
penghasilan wajib pajak, tanpa
memotong pajak terutang
sesuai dengan Kriteria
penerimaan insentif pajak,
wajib pajak hanya cukup untuk
melaporkan SPT Masa atau
menyampaikan laporan
realisasi perbulannya, sesuai
dengan kebijakan pemerintah
pada masa pandemi virus
corona

Sumber : Penulis (2021)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif, dimana kualitatif merupakan data
yang bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli, yang dilakukan

dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan riset.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diterima atau diperoleh peneliti. Penulis
menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang
langsung diterima atau dikumpulkan peneliti dari sumber pertama dalam bentuk

dokumen-dokumen dan wawancara.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan
data yang dilakukan secara tekstur maupun tidak tekstur dan biasa dilakukan cara
tatap muka atau langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara ini
dilakukan dengan jaringan telepon atau online, melalui: Email dan Via Whatsap.
Penulis menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi lebih banyak
dengan staff karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dapa dilihat

pada gambar sebagai berikut ;

Dafuar pertanyaan wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prauuma Medan

Barat oleh Juliana Pane., Mahasiswa Scmester VI (Enam). Fakultas Sosial Sains. Prod:

Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPARB) Medan

DAFTAR PERTANYAAN =

1. Berapa besar target penerimaan pajak per tahunnya berturut-turut pada KPP Pratama
Medan Barat dimulai pada tahun 2017-20207
2. Berapa besar realisasi penerimaan per tahunnya berturut-turut pada KPP Pratama

Medan Barat dimulai pada tahun 2017-20207

3. Berapa banyak wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat pertahunnya

dimulai tahun 2017-20207

4. Berapa banyak jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) yvang dimulai pada bulan April Desember 202072

S. Berapa banyvak jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor

yang dimulai pada bulan April- Desember 202072

6. Berapa banyak jumliah permohonan insentif angsuran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25

yvang dimulai pada bulan April Desember 20207

7. Berapa banyak jumlah permohonan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah atau

PPh final PP23 vang dimulai pada bulan April Desember 2020 7

X, Bagaimana mekanisme penerimaan fasilitas insentif pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Barat 7

9 Bagaimana proses berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 2

10. Apa yvang menjadi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi: Kantor

pelayanan Pajak Pratama Medan Barar 2

Gambar 3. 1 Daftar Pertanyan Wawancara

Sumber : Penulis (2021)
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Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara kepada KPP Pratama Medan

Barat adalah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA |
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

JALAN ASRAMA NO.7A MEDAN 20123

TELEPON (061) 8487967. BA54509. 8452275, FAKSIMILE (061) 8487439; SITUS www.pajak.go.ld
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,

EMAIL pangaduan @ pajak 9o id; Informasi@ pajak 0o id

JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA
KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Nama Mahasiswa : Juliana Pane
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Target penerimaan pajak tahun 2017-2020

Tahun Target
2017 Rp 600.814.834.000
2018 Rp 601.522.401.000
2019 Rp 498.078.043.000
2020 Rp 388.807.000.000

2. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2020

Tahun Realisasi
2017 Rp 501.300.122.422
2018 Rp 628.456.754.238
2019 Rp 519.574.456.670
2020 Rp 399.335.302.057

3. Jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2017-2020

| 2017 | 2018 | 2019 | 2
WP Terdaftar 32928 | 34.049| 35.332

= Badan 4.717 4.864 4.986

» OP 28211 | 29.185| 30.346

Kp.:KP.02022021

»

Gambar 3. 2 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
~' KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA |
/4 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

=

JALAN ASRAMA NO.7A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467067, 8454500, 8452275 FAKSIMILE (061) 8467439; SITUS www najak go of
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
ENAIL pengad an @pajak 90.d; informasi@pajak ¢o id

JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA
KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Nama Mahasiswa : Juliana Pane
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Nomor Surat 1zin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang disetujui pada KPP Pratama Medan
Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan Jumiah
April 19
Mei 179
Juni 12
Juli 12
Agustus 16
September 6
Oktober 2
November 1
Desember 1

2. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 22 Impor yang disetujui pada KPP Pratama Medan
Barat Bulan April 5.d.Desember 2020.
Bulan Jumlah

April 4
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November =
Desember -

- ol al Al Al

Kp:KP.02022021

%

Gambar 3. 3 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)
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3. Jumlah permohonan Insentif PPh Pasal 25 yang disetujui pada KPP Pratama Medan Barat
Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan Jumlah
April 16
Mei 111
Juni 1
Juli 12
Agustus 12
September 10
Oktober 1
November -
Desember -

4. Jumlah permohonan Insentif PPh Final PP23 yang disetujui pada KPP Pratama Medan
Barat Bulan April s.d.Desember 2020.

Bulan Jumiah
April 21
Mei 1.026
Juni 41
Juli 20
Agustus 24
September 22
Oktober 1
November 1
Desember 7

5. Pelaksanaan perpajakan oleh Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas insentif
pajak yaitu dengan mengakses situs online DJP (DJP Online).

6. Caranya dengan login ke Situs DJP Online. Setelah berhasil Login, kemudian masuk
dalam menu layanan. Selanjutnya, masuk pada kolom info Konfirmasi Status Wajib
Pajak (KSWP). Setelah itu, menuju profil pemenuhan kewajiban pajak dengan memilih
keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak seperti fasilitas PPh Pasal
21 DTP, fasilitas pengurang PPh Pasal 25 atau mengajukan Surat Keterangan Bebas
(SKB) PPh Pasal 22 Impor.

Kp.KP.020222021

Gambar 3. 4 Jawaban hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)



30

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN BARAT

A. SEJARAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

\ 2 K’ 2 ¥

1976 1994 2006 2008
Kantor Inspeksi Kantor Pelayanan Pajak KPP Medan Barat KPP Pratama Medan
Pajak (Karikpa) Medan Berat Jalan Asrama no. Medan Barat
Jalan Sukamulia No. 7-A Medar Jalan Asrama no. 7-A
17-A Medan Medan

Pada tahun 1978, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masih diseaut Kantor
Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu di Kota Medan terdapat dua Kantor Inspeksi Pajak
yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Fajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tangge! 25 Maret
1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Fzjak, maka Kanlor Inspeksi
Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan. Kemudian
pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994
yang memecah Kantor Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kanter Pelayanan Pajak yaitu:
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di valan Sukamulia No. 17-A

Medan;

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jatan Diponegoro Nc. 30 Medan;
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama no. 7 Medan;
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama no. 7 Medan.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23
Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor
Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Madan Polonia. Mulai 1 Juni
2008, Kantor Pelayanan Paak Medan Barat berpindah alamar ke jalan Asrama no. 7-A
Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PKM:C1/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Drektorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor
Pelayanan Pajak Medan Barat disbah menjadi Pratama dan cipecah menjadi dua yaitu
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Felayanan Pajak Pratama
Medan Petisah.

B. VISI DAN MISI KPP PRATAMA MEDAN BARAT
Visi : Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai penchimpun pajak negara yang
handal dan dipercaya oleh masyarakat,
Misi : Menyelenggarakar fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan
kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional,
mempunyai integritas dan komitmen yarg tinggi.

C. MOTTO DAN JANJI PELAYANAN KPP PRATAMA MEDAN BARAT
Motto Pelayanan : MeBar (Metayani dengan Baik, Aktif, dan Resposif)
Janji Pelayanan : Kami Layari Anda dengan CATAT (Cepat Akurat Taat Aturan
dan Tanpa Biaya)

Gambar 3. 5 Jawaban Hasil dari KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)
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2. Penelitian atau riset

Menurut Hopkins, penelitian atau riset adalah mengirimkan sebuah isu atau
pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah.

Penulis menggunakan metode riset untuk menumpulkan informasi atau data
yang didapat dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara online
dengan metode E-riset. Mengajukan permohonan penelitian dan melengkapi
syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana,
informasi data yang diterima penulis secara online dan akan menerima
persetujuan riset dari E-mail balasan dari pihak KPP Pratama Medan Barat. Dapat

dilihat pada gambar sebagai berikut ;

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUEBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA |
JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJPP
SUMUT | LANTAI VI KEL. AUR, KEC.MEDAN MAIMUN,
MEDAN 20151
TELEPON 061-4538 ; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS

LAYANAN INFORM AN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;

EMAIL
1 S- Medan , 9
244/RISET/WPFJ.01 /20271 April 2021
Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Nomor

Yth Julilana Pane
Janji

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang
Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03700-
2027 pada 30 Maret 2021, dengan informasi:

NINM 1815400022

Kategori riset : Gelar-D3

Jurusan : Perpajakan

Fakultas . Sosial Sains

Perguruan Universitas Pembangunan Panca

Tinggi Budl
: Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam Kebijakan Pemberian

Judul Riset Insentif Pada Masa Pandemik Virus
Corona Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Barat

1zin yang

% 2 : Data, Wawancara,
diminta

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan
dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan
Inl Saudara dlberlkan izln untuk melaksanakan

Gambar 3 6 Gmall PersetUJuan darl KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)
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F.  Teknik Analisis Data

teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang
diproses untuk dapat disimpulkan dan lebih mudah untuk dibaca. Teknik analisis
data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis
kualitatif merupakan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan
hasil wawancara dan riset untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus
yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Teknis analisis data pada saat

penelitian dapat dilakukan sebagai berikut:

1.  Pengumpulan data
Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dari
berbagai media dan buku-buku perpajakan. Penulis mengajukan proposal
dan file yang berisikan daftar pertanyaan ke pada pihak KPP Pratama

Medan Barat.

2. Penyajian data
Penulis melakukan penyajian data dengan menganalisis kepatuhan wajib
pajak yang terdaftar menerima fasilitas insentif pajak pada masa pandemik

virus corona pada KPP Pratama Medan Barat.

3. Penarikan kesimpulan
Apabila data sudah lengkap, langkah yang dilakukan penulis yaitu, menarik
kesimpulan. Kesimpulan didapat dari hasil pengumpulan data dan penyajian

data oleh penulis.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut :

1.  Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Pada masa penjajahan kolonial Belanda pajak dikenal dengan istilah
Carlogo Veganes Blasting (pajak penghasilan). Menurut Undang-Undang pada
masa kolonial Belanda yang bernama De Inspective Van Financian, lalu diganti
dengan Zumbu, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang mengurus
masalah keuangan. Jepang akhirnya menyerah kepada pihak sekutu Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1954, Zumbu diganti dengan Kantor Inspeksi Pajak.
Pada tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak terdapat dua Kantor Inspeksi, yaitu Kantor
Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal
25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak,
maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor
Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan
Keputusan Menteri Keuangan NO. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor
Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No.
17-A Medan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Dipenogoro No. 30 Medan

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama No. 7 Medan

33
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4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama No. 7 Medan

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001
Kantor Pelayanan Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia,
yang berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Mulai 01 Juni 2006, Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat berpindah alamat ke Jalan Asrama No. 7-A
Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PKM/01/2006
tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
67/PMK.C1/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan
Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai Penghimpunan Pajak

Negara yang handal dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan
kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya Manusia yang
profesional, mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menggunakan logo

Direktorat Jenderal, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
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merupakan di bawah naungan Direktorat Jederal Pajak. Logo yang digunakan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah logo Direktorat Jenderal

Pajak. Logo Direktorat Jenderal Pajak terlihat pada gambar sebagai berikut:

1)

2)

Gambar 4. 1 Logo Direktorat Jenderal Pajak
Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Keterangan umum :

a) Motto : Negara dan Rakca

b) Bentuk : Segilima dengan ukuran 5 cmdan 7 cm

c) Tatawarna: Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Susunan

a)  Padi sepanjang 17 berwarna kuning emas

b)  Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari empat buah lengkung empat buah
belengkung lima berwarna kapas putih kelopak hijau

c)  Sayap berwarna kuning emas

d) Gada berwarna emas

e)  Ekor kuning emas

f)  Pitaputih

g)  Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima
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3) Makna
a) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi
kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya
Negara republik Indonesia.
b)  Sayap melambangkan ketegkasan dalam menjalankan tugas
c) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan,
mengamankan keuangan negara

d) Ruang segi lima melambangkan dasar negara pancasila

4)  Makna dari keseluruhan
Makna dan lambang tersebut adalah ungkapan sesuatau daya yang
mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas

kementerian keuangan.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sekelompok yang
bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan. Hubungan
kerja dalam organisasi dituangkan dalam stuktur organisasi, dalam struktur
organisasi tersebut menggerakkan orang-orang yang berkaitan dalam suatu usaha
untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Dalam struktur organisasi terdapat
kegiatan atau tugas sekelompok jabatan masing-masing untuk melaksanakan
wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Struktur organisasi wajib
memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab atas

tujuan organisasi tersebut.
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Fungsional Pemeriksa
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Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

Seksi Pengolahan Seksi Seksi Seksi
Data dan Pelayanan Penagihan Pemeriksaan
Informasi
Seksi Seksi dan Seksi Seksi Seksi dan
Ekstensifikasi Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
dan dan dan dan dan
Penyuluhan Konsultasi | Konsultasi 11 Konsultasi Konsultasi
Pajak i v

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)
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Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

terdiri dari 10 (sepuluh) seksi dan 1 (satu) kegiatan fungsional yaitu :

a.  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

b.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi

c.  Seksi Pelayanan

d.  Seksi Penagihan

e.  Seksi Pemeriksaan

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
g.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi |

h.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il

I. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111

J. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1V

k.  Kelompok Jabatan Fungsional

4.  Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini diuraikan
tugas dan funsi di setiap bagian-bagian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama medan Barat, yaitu :

a.  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja
pegawai, melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan
melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan

penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
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b.  Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas, melakukan
pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi perpajakan,
melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas data dan atau alat keterangan
yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan
informasi perpajakan serta kegiatan penelitian, pengawasan, pengamatan,
pemetaan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan, melakukan penerusan dan data
atau alat keterangan hasil penjaminan kualitas dan validasi, melakukan perekaman
dokumen perpajakan, melakukan tindak lanjut atas data data wajib pajak yang
diterima dari kantor pusat, melakukan penyusunan monografi fiskal, melakukan
dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan,
melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta
melakukan pengelolaan dan tidak lanjut kerja sama perpajakan.
c.  Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen
perpajakan,  melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan,
melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan
konfirmasi status wajib pajak, serta melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan
objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
d.  Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak,
melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan
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piutang pajak dan atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan
penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
e.  Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak,
melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnnya, serta melaksanakan
pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala
kantor.
f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan
pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan
atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan atau penghapusan nomor
objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran dan pencapaian target
penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan
dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data
pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak,
melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib
pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan,
pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data waib
pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut
data yang diterima dari kantor pusat, melakukan pemutakhiran basis data nilai

objek pajak, melekukan penyuluhan pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.
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g.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi |

Seksi pengawasan konsultasi | mempunyai tugas melakukan proses
penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan wajib pajak
maupun masyarakat, melakuklan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan
atau penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis
perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut
permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
h.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il

Seksi pengawasan dan konsultasi 1l mempunyai tugas melakukan analisi,
penjabaran dan pencapaian target penerimaan pajak untuk wajib pajak strategis,
melakukan pendataann dan pemetaan wajib pajak strategis dan objek pajak yang
dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis, melakukan
pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan
wajib pajak strategis, melakukan analisis kinerja wajib pajak strategis melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan
konseling kepada wajib pajak strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria
tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari dimiliki, dikuasai, dan
atau dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis.
I. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111

Seksi pengawasan dan konsultasi [l mempunyai tugas melakukan
pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan
atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Pemberian dan atau penghapusan nomor
objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian terget

penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakuklan pendataan
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dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data
pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak,
melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kinerja kepatuhan
kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib
pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan,
pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib
pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut
data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data
nilai objek pajak.
J. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1V

Seksi pengawasan dan konsultasi 1V mempunyai tugas melakukan
pemberian dan atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan
atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Pemberian dan atau penghapusan nomor
objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian terget
penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakuklan pendataan
dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data
pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak,
melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kinerja kepatuhan
kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib
pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan,
pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib
pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut
data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data

nilai objek pajak.
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k.  Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Gambaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Barat

Tabel 4. 1 Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat

Wajib Pajak 2017 2018 2019 2020
Orang Pribadi 28.211 29.185 30.346 34.359
Badan 4.717 4.864 4.986 5.417

Jumlah Terdaftar 32.928 34.049 35.332 39.776

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017
adalah 32.928 jiwa. Pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar adalah 34.049 jiwa.
Pada tahun 2019 wajib pajak terdaftar adalah 35.332 jiwa. Pada tahun 2020 wajib
pajak terdaftar sebesar 39.776 jiwa. Kepatuhan wajib pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2017 sampai dengan

2020 mengalami peningkatan.
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6. Target dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Barat

Tabel 4. 2 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat

Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak
2017 Rp 600.814.834.000 Rp 501.300.122.422
2018 Rp 601.522.401.000 Rp 628.456.754.238
2019 Rp 498.078.043.000 Rp 519.574.456.670
2020 Rp 388.807.000.000 Rp 399.335.302.057

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2021)

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 masih belum mencapai target
penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 501.300.122.422.
Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai target penerimaan pajak
yaitu sebesar Rp 628.456.754.238. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak
mencapai target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 519.574.456.670. Dan pada
tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai target penerimaan pajak yaitu

sebesar Rp399.335.302.057.

7. Prosedur perpajakan pada saat pengajuan insentif pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Barat dapat menerima fasilitas insentif pajak dengan langkah sebagai berikut :
a.  Login ke www.pajak.co.id
b.  Masuk kemenu layanan
c.  Pilih info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

d.  Setelah itu menuju profil pemenuhan kewajiban pajak


http://www.pajak.co.id/
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e.  Pilih fasilitas insentif pajak yang ingin dimanfaatkan; insentif Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21, insentif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22
impor, insentif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, insentif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), insentif Pajak Penghasilan (PPh) final jasa kontruksi. wajib pajak
akan menerima insentif pajak dari bulan April 2020 sampai dengan
september 2020 dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan ulang

kembali hingga pada bulan Desember 2020.

8. Data Wajib Pajak yang Terdaftar Untuk Penerima Fasilitas Insentif
Pajak mulai dari April — Desember 2020

Data wajib pajak terdaftar yang menerima insentif pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut;

a.  Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu,
perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekpor (KITE)
atau perusahaan dikawasan berikat. Insentif yang diberikan kepada karyawan
yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan bruto yang
bersifat tetap tidak lebih dari 200 juta. Perusahaan harus menyampaikan laporan
realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) setiap
bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Jumlah permohonan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) yang disetujui pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Barat bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
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Tabel 4. 3 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan Jumlah
April 19
Mei 179
Juni 12
Juli 12
Agustus 16
September 6